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PERATURAN MENTERI KEBUDAY AAN DAN PARIWISATA

NOMOR PM97/HK.50/MKP/2010
TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA SPA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEBUDAY AAN DAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Kebudayaan dan Pariwisata Tentang Tata Cara Pendaftaran
Usaha Spa;

: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisas Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungs Eselon |
Kementerian Negara;
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4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.17/HK.00/MKP-2005 tentang Organisas dan Tata
Keja Depatemen Kebudayaan dan  Pariwisata
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.07/HK.001/MKP-2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN

PARIWISATA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN

USAHA SPA.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian
yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Usaha spa yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha
perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air,
terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan
olah aktivitas fisk dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan
tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah
perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata
bidang usaha spa.

Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke
dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha spa
yang beris hal-hal yang menurut Peraturan Menteri ini wajib didaftarkan
oleh setiap pengusaha.

Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan
bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di
dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
kepariwisataan.

BAB Il

TUJUAN
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Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk:

a

(1)
(2)

(1)
(2)
3)

(4)

menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi
pengusaha; dan
menyediakan sumber informas bagi semua pihak yang berkepentingan
mengena hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.
BAB IlI
TEMPAT PENDAFTARAN, OBJEK DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati atau Walikota
tempat lokas spa.
Pendaftaran usaha pariwisata untuk Daerah Khusus I|bukota Jakarta
ditujukan kepada Gubernur.

Pasal 4
Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap spa pada setiap lokasi.
Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha.
Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesual

ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk
melakukan pendaftaran usaha pariwisata.

Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendaftarkan usaha
pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 5

Pengusaha spa dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan
usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TAHAPAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:

a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;

b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
C. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
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d. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
Pasal 7

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata disel enggarakan tanpa memungut
biaya dari pengusaha.

Bagian Kedua
Pendaftaran Usaha Pariwisata
Pasal 8

(1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata digukan secara tertulis oleh
pengusaha.

(2) Pengguan permohonan pendaftaran usaha pariwisata diserta dengan
dokumen:

a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha spa
sebagal maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada,
untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu
tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan; dan

b. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengguan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan
dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi
atau salinan yang telah dilegalisas sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan
dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)
dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesua dengan fakta.

Pasal 9

Bupati, Walikota, atau Gubernur memberikan bukti penerimaan permohonan
pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama
dokumen yang diterima.
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(1)

(2)

3)

(4)

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Berkas Permohonan
Pasal 10

Bupati, Walikota, atau Gubernur melaksanakan pemeriksaan kelengkapan,
kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha
pariwisata.

Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum
memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Bupati, Walikota, atau
Gubernur memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan
kepada pengusaha.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan
kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling
lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sgjak permohonan
pendaftaran usaha pariwisata diterima Bupati, Walikota, atau Gubernur.

Apabila Bupati, Walikota, atau Gubernur tidak memberitahukan secara
tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari
kerja sgak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima,
permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar, dan
absah.
Bagian Keempat
Pencantuman Ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata
Pasal 11

Bupati, Walikota, atau Gubernur mencantumkan objek pendaftaran usaha
pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja
setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan atau dianggap
lengkap, benar, dan absah.

Pasal 12

Daftar Usaha Pariwisata berisi:
a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;

b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;

C. hama pengusaha;

d. alamat pengusaha;

€. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;

f. jenisusaha;
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